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* Karim Hanggi Desak Proses Hukum

BUOL, MERCUSUAR- Kejaksaan Negeri (Kejari)
Buol, masih enggan mengusut kasus dugaan
penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah
di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buol. Padahal
hasil pemeriksaan dan audit BPK RI menunjukkan,
miliaran rupiah uang negara digunakan tanpa
pertanggungjawaban yang jelas.

Kepala Kejari Buol, Wahjudi, tidak  menanyakan sikap kejaksaan terkait
mau berkomentar ketika wartawan ~ desakan sejumiah kalangan, untuk

mengusut dugaan buruknya tata kan penyelidikan dan penyidikan
kelola keuangan di Pemkab Buol. hukum atas penilian disclaimer
“Saatini saya no comment, sebabada  terhadap Laporan Keuangan Peme-
tahapan-tahapannya. Coba rintah Daerah (LKPD) Buol

tanya dulu ke DPRD kata M “Saya justrw mendukung
jika polemik ini dibawa ke

Wahjudi menjawab per-
tanyaan wartawan usai meng- proses hukum. Ini menyang-
hadiri peringatan Isra Miraj di kut uang negara dan hajat
RSUD Buol, Jumat (1/7). hidup rakyat. Biar jelas siapa yang
Sementara itu, mantan Bupati Buol,  salah dan benar. Jangan justru mem-
buka ruang bagi pejabat tertentu

Abd Karim Hanggi menegaskan,
pihaknya menyarankan agar dilaku-  untuk mengkambinghitamkan or-

ang kin. Biar jelas siapa yang harus
bertanggungjawab, dan tidak menjadi
fitnah,” kata Karim Hanggi di Palu,
Minggu (3/7).

Karim Hanggi menambahkan,
pihaknya menganggap aneh jika
Bupati Buol, Amran Batalipu justru
menyatakan masalah empat kali
penikian disclaimer terhadap LKPD
Buol, justru menjadi tanggungjawab

Baca DISCLAIMER di hal.11
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- DISCLAIMER ...

pemerintahan periode sebelumnya. Padahal dalam
laporan BPK jelas ditegaskan poin-poin penting
yang menjadi temuan,. karena ketidakjelasan
pertanggungjawaban penggunaan anggaran per 31
Desember 2010.

Selain itu, kata Karim Hanggi, dalam dokumen
sambutan Kepala Perwakilan BPK Rl Sulteng,
disebutkan bahwa BPK telah melaksanakan
pemeriksaan atas LKPD Kabupaten Buol untuk
tahun anggaran 2007 hingga 2010, dengan
penilaian disclaimer. “Sangat jelas bahwa pericde
2007-2010 merupakan masa kepemimpinan siapa
sebagal Bupati Buol? Ko’ malah
mengkambinghitamkan pemerintahan periode
sebelumnya? Ini kan aneh namanya. Jangan justru
hal ini dijadikan fitnah dan pembunuhan karakter
terhadap saya,” ujar Karim Hanggi.

Politikus Partai Hanura ini menjelaskan, diakhir
masa jabatannya sebagai Bupati Buol, pihaknya
pun telahrdiperiksa oleh BPK dan Badan Pengawas
Daerah (Bawasda). Pemeriksaan tersebut
merupakan hal yang rutin dan lazim dalam roda
pemeintahan. Dari hasil pemeriksaan itu, BPK dan

Bawasda merekomendasikan afféif*

* tidak lagi menjadi kewenangan saya,’ | ka'a

temuan untuk ditindaklanjuti dan disglesaikanz: +*

Rekomendasi tersebut, kata Karim Hanggi,
kemudian ditindaklanjuti, termasuk memerintahkan.
jajaran SKPD untuk mengembalikan dan atau
menagih dana-dana yang harus dikembalkar' ke
kas daerah. Hingga masa jabaiannyq berakhlr,
proses itu masih berlangsung.

“Tentu saja saat masa jabatan 44’ berakhr,
menjadi kewenangan dan tugas Bupéit berikutnya
untuk menindaklanjutinya. Ini uang négara yang
menjadi tanggungjawab pemerintah.. Bukan

uangnya Karim Hanggi atau Amran.Batalipu.;dadi,

tidak mungkin saya melaksanakan hal I yang,s

Hanggi mengingatkan.

Diberitakan sebefumnya, menanggapi opini dis-
claimer yang kembali disematkan pada Perikab
Buol, Bupati Amran Batalipu justru menantang

kejaksaan untuk menyelesaikannya melalui proses -

hukum. Bahkan Amran Batalipu terkesan berusaha
mengkambinghitamkan pihak lain dengan
menyatakan opini disclaimer terhadap LKPD Buol

....sambungan dari hal. 1

adalah urusan keuangan daerah sebelum mas;

kepemimpinannya sebagai bupati,

“Yang perlu diingat, yang menjadi temuan bukan
dizaman saya jadi Bupati, disclaimer terjadi karena
beberapa hal termasuk pengembalian oleh pejabat
dan mantan pejabat yang hingga saat ni belum dise-
lesaikan, jika mereka tidak mau membayar
(mengembalikan) solusinya ke ranah hukum
(kejaksaan), * kata Amran di Gedung DPRD Buol,
Selasa (28/6} talu.

Terkait hal ini, Ketua Koalisi Demokrasi untuk
Pemerintahan Amanah dan Bersih (Kompas)
Sulteng, Muh Masykur menuding, Bupati Buol
Amran Batalipu justru berusaha mencari kambing
hitam atas kebobrokan pengelolaan keuangan
daerah yang dipimpinnya

Menurut Masykur, pemyataan Bupati Amran
Batalipu yang menyebut disclaimer itu adalah
warisan pemerintahan sebelumnya, adalah hal yang
aneh. “Tantangan Bupati Buol kepada kejaksaan
untuk proses hukum, merupakan hal positif, Seka-
rang kita tinggal melihat apakah pihak kejaksaan
mau bertindak atau tidak,” ujamya. atLoTriGus










